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ABSTRAK

Masalah penelitian adalah Bagaimana Profesionalisme Kerja Pelayanan Publik di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah? Tujuan penelitian adalah rumusan kalmia dapat
menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Adapun tujuan
penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Profesionalisme Kerja Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Petisah.

2. Untuk mengetahui bagaimana Kualitas Pelayanan Publik yang diberikan di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Medan Petisah.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengaruh Profesionalisme Kerja Pegawai
Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah .

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan analisa
kuantitatif. Dimana penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara dua variabel atau lebih. Seperti yang dikemukakan Sugiyono (2010 : 11)
mengatakan bahwa permasalahan asosiatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat
menghubungkan dua variabel atau lebihPemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan
berdasarkan undang-undang.Pelayanan dalam bidang perpajakan adalah salah satu bentuk
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Petisah mempunyai tugas memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Dan
pelayanan perpajakan yang diharapkan tentunya adalah pelayanan yang memiliki kualitas yang
baik dan dapat memuaskan, tentunya membutuhkan profesionalisme kerja pegawai yang
merupakan salah satu indikator yang penting untuk dapat meningkatkan kinerja, dalam hal ini
adalah profesionalisme kerja pegawai yang mendukung terciptanya kualitas pelayanan
perpajakan yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
profesionalisme kerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dan untuk
mengetahui kualitas pelayanan publik dengan adanya profesionalisme kerja pegawai di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Dan secara khusus untuk mengetahui pengaruh
profesionalisme kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Petisah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitan deskriptif
dengan analisa kuantitatif.

Kata Kunci (key word): Profesionalisme kerja pegawai, Kualitas pelayanan publik



ABSTRACT

The research problem is How the Influence of Employee Professionalism on the Quality of
Public Services in Medan Petisah's Tax Service Office? The purpose of the study is the
formulation of sentences can indicate the existence of something that is obtained after the
research is complete. The research objectives are:

1. To find out how the Professionalism of Employees in the Medan City Tax Service Office.

2. To find out how the Quality of Public Services provided at the Medan City Primary Tax
Service Office.

3. To find out how much influence the effect of Employee Professionalism on Public Service
Quality at the Medan City Tax Service Office.

The research method used is associative research using quantitative analysis. Where associative
research is research that aims to determine the relationship between two or more variables. As
stated by Sugiyono (2010: 11) said that the associative problem is a research problem that
connects two or more variables. Tax collection can be forced because it is carried out based on
the law. Service in the field of taxation is a form of public service organized by the government.
The Medan Petisah Primary Tax Service Office has the duty to provide taxation services to the
public. And the expected tax service is certainly a service that has good quality and can satisfy,
of course, requires professionalism of employee work which is one of the important indicators to
be able to improve performance, in this case the professionalism of employee work that supports
the creation of better tax service quality. This research was conducted with the aim to determine
the professionalism of employees working at the Medan Petisah Primary Tax Service Office and
to determine the quality of public services with the professionalism of employee work at the
Medan Petisah Primary Tax Service Office. And specifically to determine the effect of employee
professionalism on the quality of public services at the Medan Petisah Tax Office. The research
method used is descriptive research method with quantitative analysis.

Keywords (key word): Employee professionalism, Quality of public services.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negaradan akan
digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang
membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena
pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.
Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan
pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan
pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Fungsi Pajak bagi Negara dan Masyarakat

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara,
khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam
membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk

pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara
mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai
pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak
merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan

pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam

lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti:

pajak ekspor barang.


https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara

Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari

dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian

agar semakin produktif.

. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara

pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian,
seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi,
sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi
kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah

uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai
di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan
kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola
perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang

berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat
sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment
yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai
fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta
pengawasan kepada masyarakat.Dalam melaksanakan fungsinya tersebut,
Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan

kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan bagi masyarakat dan juga
sebagai penanggung jawab dari fungsi pelayanan publikyang akan mengarahkan

tujuannya kepada public service, memikirkan atau mengupayakan tercapainya



sasaran kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini mengharuskan
pihak pemerintah senantiasa mengadakan pembenahan menyangkut kualitas
pelayanan yang dihasilkan. Pelayanan yang berkualitasberarti pelayanan yang
mampu memberi kepuasan kepada pelanggan (masyarakat)dan mampu memenuhi
harapan masyarakat (Riawan. 2005 ).KPP Pratama memiliki fungsi utama
melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di
bidan Pajak Penghasilan ( PPH ) Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah

wewenangnya seusai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan Petisah sebagai institusi
pelayanan teknis dari Direktorat Jenderal Pajak merupakan lembaga birokrasi
dapat mempunyai tugas dari kewenangan di bidang pelayanan publik antara lain
memberikan suatu pelayanan sekaligus pengawasan terhadap jalannya
pemungutan pajak diharapkan mampu menerapkan dan memberikan pelayanan

publik yang berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih
dalam dan mengemukakan dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah dengan judul:
“PROFESSIONALISME DAN PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah)”.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk dapat memudahkan dalam penelitian ini dan agar penelitian ini dapat
memiliki arah yang jelas dan terarah untuk menginterprestasikan fakta dan data ke
dalam  penulisan  skripsi, maka terlebih dahulu  dirumuskan
permasalahannya.Adapun perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini
adalah : Bagaimanakah Profesionalisme Dan Pelayanan Publik Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah ?



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat dapat menunjukkan adanya

sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Adapun tujuan penelitian

yang dilakukan adalah:

1.

4.

Untuk mengetahui bagaimana Profesionalisme Kerja Pegawai di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
Untuk mengetahui bagaimana Kualitas Pelayanan Publik yang diberikan di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

.Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengaruh Profesionalisme
Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Medan Kota.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Secara teoritis/akademis, hasil penelitian ini diharapakan dapat
memperkaya khasanah kepustakaan kependidikan, dan dapat dijadikan
bahan masukkan bagi pihak lain yang akan menindaklanjuti penelitian
ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda dan dengan
informan penelitian yang lebih baik lagi.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan
manfaat sebagai berikut:

a.Dapat dijadikan sebagai kontribusi terhadap pemecahan
permasalahan yang terkait dengan dengan profesionalisme kerja
pegawai dan kualitas pelayanan publik.

b. Sebagai masukan baru, bagi penulis maupun dalam literatur
perpustakaan yang berkaitan dengan masalah-masalah studi

administrasi publik



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, dapat mengemukakan teori-
teori sebagai kerangka berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana penelitian
menyoroti masalah yang dipilih. Kerangka teori merupakan landasan berpikir
untuk melakukan penelitian dan teori dipergunakan untuk menjelaskan fenomena
sosial yang menjadi objek penelitian.

2.1 Professionalisme Kerja Pegawai
2.1.1 Definisi Professionalisme Kerja

Menurut Kurniawan (2005:73), istilah professional itu berlaku untuksemua
aparat pegawai mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Professional dapat di
definisikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang untuk
melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing.Sedangkan
menurut Sedarmayanti (2004: 157)Profesionalisme adalah suatu sikap atau
keadaan dalam melaksanakan pekerjandengan memerlukan keahlian melalui
pendidikan dan pelatihan tertentu, dandilakukan sebagai suatu pekerjaan yang
menjadi sumber penghasilan.

Tjokrowinoto (dalam Tangkilisan, 2005: 226) professionalisme adalah
sebuah kemampuan untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan
fungsinya secara efisien, inovatif, lentur, dan mempunyai etos kerja yang tinggi.
Profesionalisme menyangkut kecocokan (fitness) antar kemampuan yang dimiliki
oleh birokrasi (bureaucratic competence) dengan kebutuhan tugas (task-
requirement).

Professionalisme tidak hanya dapat berbicara tentang soal kecocokan antara
keahlian dan kemampuan dapat dimiliki oleh seseorang, tetapi juga menyangkut
kemampuan dalam mengantisipasi segala perubahan lingkungan termasuk
kemmpuan dalam merespon aspirasi publik dalam melaksanakan inovasi yang
pada akhirnya membuat pekerjaan menjadi mudah dan sederhana.

Seorang pegawai professional adalah seorang pegawai yang memiliki
keterampilan,kemampuan atau keahlian untuk melaksanakan pekerjaan yang baik,

sehiongga memperoleh pengakuan dan penghargaan. Ada empat sifat yang dapat



dianggap mewakili sikap profesionalisme sebagai berikut : pertama, keterampilan
yang tinggi dapat didasarkan pada pengetahuan teoritis dan sistematis; kedua,
pemberian jasa dalam pelayanan yang altruistis, artinya lebih berorientasi kepada
kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi ; ketiga, adanya
pengawasan yang ketat atas perilaku pekerjaan melalui kode etik dapat dihayati
dalam proses sosialisasi pekerjaan, dan keempat, suatu sistem balas jasa (berupa
uang, promosi jabatan dan kehormatan) yang merupakan lambang prestasi kerja
(Harefa, 2004 : 137).
2.1.2 Ciri-Ciri Sikap Profesionalisme Kerja

Menurut Abdulrahim (dalam Lubis,2003: 10) bahwa profesionalisme
biasanya dipahami sebagai kualitas yang wajib punya oleh setiap eksklusif yang
baik, dimana didalamnya terkandung beberapa ciri ebagai berikut :

1. Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam
mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan
tugas yang bersangkutan.

2. Mempunyai ilmu dan pengetahuan kecerdasan daklam menganalisa suatu
masalah dan peka dalam membaca situasi, cepat dan tepat.

3. Mempunyai sikap berorientasi ke hari depan, sehingga punya kemampuan
mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terentang dihadapannya.

2.1.3 Karakteristik Profesionalisme Kerja
Menurut Mertin  Jr (dalam Kurniawan, 2005: 75) karakteristik
professionalaparatur sesuai dengan tuntutan good governance, diantaranya :

1. Equality(Persamaan)

Perlakuan yang sama dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dalam hal ini didasarkan adanya tipe perilaku birokrasi rasional tentu secara
konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak
tanpa memandang afiliasi politik, status sosial, dan sebagainya.

2. Equity(Keadilan/Kesetaraan)

Perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup, selain itu perlakuan
yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistik diperlukan perlakuan yang adil
dan perlakuan yang sama.

3. Loyality(Kesetiaan)



Kesetiaan pada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja.
Dalam berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada
kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan
mengabaikan yang lainnya.

Accountability(Tanggung Jawab)

Akuntabilitas adalah laporan para penentu kebijakan kepada publik. Para
pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat
(civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga
stakeholders. Levine (dalam Dwiyanto, 2005:147), mendefenisikan
akuntabilitas sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses

penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholdes.

2.1.4 Faktor — Faktor Yang Mendukung Profesionalisme Kerja

Menurut  Atmosoeprapto (dalam  Kurniawan,2005: 74)Faktor-faktor

yangmendukung profesionalisme kerja pegawai yaitu sebagai berikut :

1.

KompetensiAparatur.Menyebutkan bahwa profesionalisme merupakan
cermin dari kemampuan (competency) yaitu memiliki pengetahuan
(knowledge), keterampilan (skill), bisa melakukan (ability), ditunjang
dengan pengalaman (experience) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba
tanpa melalui perjalanan waktu.

Loyalitas. Secara teoritik loyalitas berhubungan dengan tingkat kedisiplinan,
terutama dalam hal ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Kedisiplinan
akan terwujud dengan baik jika pegawai atau aparatur mampu menaati
peraturan-peraturan yang ada. Loyalitas juga berkaitan erat dengan
kemampuan pertanggung jawaban tugas pekerjaan dan daya tanggap. Selain
itu loyalitas tidak membeda-bedakan pemberian pelayanan atas dasar

golongan tertentu.

. Budaya organisasi. Kultur organisasi adalah kerangka kerja yang menjadi

pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan
dan  mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai  tujuan
organisasi.Budaya harus sejalan dengan tindakan organisasi pada bagian

lain, seperti merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan



mengendalikan bahkan sebenarnya bila budaya tidak sejalan dengan tugas-
tugas ini, maka organisasi akan mengalami masa sulit.

4. Performansi (performance). Performansi dapat diartikan sebagai prestasi
kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau hasil kerja. Performansi
atau prestasi (kehandalan dan kecakapan) adalah hasil yang diinginkan dari
perilaku. Performansi mempunyai hubungan erat dengan produktivitas\
karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk

mencapai tingkat produktifitas yang tinggi dalam organisasi.

2.2 Pelayanan Publik
2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Kurniawan (dalam Sinambela, 2006 : 5) pelayanan publikdiartikan
sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan atau  masyarakat
yangmempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan
tatacara yang telah ditetapkan. Pelayanan juga dapat disebut suatu proses bantuan
kepada orang lain dengan cara- cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan
hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan
(Boediono,2003 : 60). Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan
adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam suatu
rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak- hak dasar setiap warga
negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Sedangkan yang dimaksud dengan hakekat pelayanan umum adalah :

1. Meningkatkan mutu serta produktivitas tugas dan fungsi instansi
pemerintah di bidang pelayanan umum.

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan,
sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan serta lebih berdaya

guna dan berhasil guna.



3. Mendorong tumbuh kembangnya kreativitas,prakarsa, dan peran serta
masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat luas.

Agar pelayanan publik berkualitas, seharusnya pemerintah mereformasi
paradigmapelayanan publik tersebut.Dengan demikian, tak ada pintu masuk
alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain segera mungkin
mendengarkan suara publik itu sendiri.

Secara umum stakeholders menilai bahwa kualitas pelayanan publik
mengalami perbaikan setelah dilakukannya otonomi daerah; namun, dilihat dari
sisi efisensi dan efektivitas, responsitivitas, kesamaan perlakuan. Terkait dengan
itu, pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah masih menimbulkan
persoalan. Kecenderungan untuk melaksanakan fungsi sekaligus, fungsi
pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh
pemerintah.

2.2.2 Bentuk-bentuk Pelayanan Publik

Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas
menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun
kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terdiri dari berbagai macam
bentuk.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun
2003, pelayanan publik dibagi berdasarkan tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu bentuk pelayanan yang
menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh
masyarakat atau publik.

2. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan publik.

3.  Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Menurut Moenir (1992:
191-196), bentuk pelayanan ada tiga macam yaitu:

a. Pelayanan dengan lisan.
Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas

bidanghubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan



bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau

keterangan kepadamasyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan

yang tersedia.Agar layanan lisan berhasil sesuai dengan yang
diharapkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku
pelayanan, yaitu:

1) Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam
bidangtugasnya.

2)  Mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu dengan
lancar,singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi
mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.

3)  Bertingkah laku sopan dan ramah tamah

4)  Meski dalam keadaan sepi tidak berbincang dan bercanda
dengan sesama pegawai, karena menimbulkan kesan tidak
disiplin dan melalaikan tugas.

b. Pelayanan Melalui Tulisan

Dalam bentuk tulisan, layanan yang diberikan dapat berupa

pemberianpenjelasan kepada masyarakat dengan penerangannya

berupa tulisan suatuinformasi mengenai hal atau masalah yang sering
terjadi.Pelayanan melalui tulisan terdiri dari dua macam, yaitu:

1) Layanan yang berupa petunjuk, informasi dan sejenis yang
ditujukanpada  orang-orang  yang  berkepentingan,  agar
memudahkan merekadalam berurusan dengan instansi atau
lembaga

2) Pelayanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan,
keluhan, pemberitahuan dan lain sebagainya

3) Pelayanan dalam bentuk perbuatan.

Pelayanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang
diberikan dalambentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan

sekedar kesanggupan dalaam penjelasan secara lisan.

2.2.3 Standar Pelayanan Publik

10



Setiap  penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus  mempunyai
standarpelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi
penerimapelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan
dalampenyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan
ataupenerima pelayanan.Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan
penyelenggara wajib ikut serta dalam masyarakat dan pihak yang
terkait.Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan.Penyusun
standar pelayanan yang dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih
lanjut peraturan pemerintah.

2.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Publik

Suatu layanan yang komprehensif yang diberikan oleh pegawaipemerintah
dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur dari pelayanantersebut yaitu
pada saat terjadinya suatu interaksi antara pegawai pemerintahsebagai pemberi
pelayanan dengan masyarakat sebagai konsumen dari pelayananyang
diberikan.Menurut Moenir (2002 : 88) faktor-faktor yang mendukung
pelayanan,antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Kesadaran yaitu antara kesadaran para pejabat serta petugas
yangberkecimpung dalam kegiatan pelayanan. Kesadaran para pegawai
padasegala tingkatan terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya
dapatmembawa dampak yang sangat positif terhadap organisasinya. Ini akan
menjadi kesungguhan dan displin dalam melaksanakan tugas,sehingga
hasilnya dapat diharapkan memenuhi standar yang telahditetapkan.

2. Faktor Aturan yaitu aturan dalam organisasi yang menjadi landasan
kerjapelayanan. Aturan ini mutlak kebenarannya agar organisasi dan
pekerjaandapat berjalan teratur dan terarah, oleh karena itu harus dipahami
olehorganisasi yang berkepentingan/bersangkutan.

3. Faktor Organisasi merupakan alat serta system yang
memungkinkanberjalannya mekanisme kegiatan pelayanan dalam usaha
pencapaiantujuan.

4. Faktor Pendapatan yaitu pendapatan pegawai yang berfungsi
sebagaipendukung pelaksanaan pelayanan. Pendapatan yang cukup

akanmemotivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang baik.
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5. Faktor Keterampilan tugas yaitu kemampuan dan keterampilan

petugasdalam melaksanakan pekerjaan. Ada tiga kemampuan yang harus

dimiliki,yaitu kemampuan manajerial, kemampuan teknis dan kemampuan

untukmembuat

2.2.5 Dimensi Pelayanan Publik

Sedarmayanti(2009:257) mengatakan bahwa secara umum, dalam studi

pasuraman menyimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) dimensi dalam pelayanan

publik, diantaranya:

1.

Tangibles (Nyata), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam
menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan
kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan
lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata pelayanan yang diberikan
oleh pemberi jasa yang meliputi fasilitas fisik (gedung dan lain
sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi),
serta penampilan pegawainya.

Reliability (Kepercayaan), yaitu kemampuan organisasi untuk
memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan
terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang
berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan
tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.
Responsiveness (Tanggapan), yaitu suatu kemampuan untuk
membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan
tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas.
Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang
jelas menyebabkan persepsi negatif dalam kualitas pelayanan.
Assurance (jaminan/ kepastian), yaitu pengetahuan, kesopansantunan,
dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa
percaya pada pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa
komponen antara lain komunikasi (communication), kredibilitas
(credibility), keamanan (security), kompeten (competence), dan sopan

santun (courtesy).
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5. Empathy (Perhatian), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan
bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan
dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu
perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang
pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta
memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

2.2.6 Kualitas Pelayanan Publik

Mengenai kualitas pelayanan, bukan hanya ditentukan olehpihak yang
melayani saja, tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak yang dilayanikarena
merekalah yang menikmati layanan sehingga kualitas pelayanan dapatdiukur
berdasarkan harapan-harapan pelanggan dalam memenuhi kepuasan.Menurut
Goestch dan Davis (dalam Tjiptono, 2003 : 4) kualitas merupakan suatu kondisi
dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,manusia, proses dan lingkungan
yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitaspelayanan dapat dilihat dari
sistem pemberian pelayanan yang baik dan besarnyasumber daya manusia yang
dimiliki oleh birokrasi secara efektif dandidayagunakan untuk melayani
kepentingan pengguna jasa.

Dalam konteks pelayanan publik dikemukakan bahwa pelayanan
umumadalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik
mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan
kepuasankepada publik (Kurniawan, 2005 : 7 ).Berdasarkan dari beberapa
definisi tentang kualitas pelayanan publikdiatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
kualitas pelayanan publik adalahkeseluruhan ciri dan karakteristik pelayanan
yang diberikan pegawai kepadapublik dalam suatu organisasi dengan
mengutamakan rasa puas bagi yangmenerima layanan. Menurut Tangklisan
(2005 : 223) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan itu
sendiri adalah :

1. Faktor internal antara lain kewenangan direksi, sikap yang
berorientasiterhadap perubahan, budaya organisasi, etika organisasi, system
internshipmaupun semangat kerja sama.

2. Faktor eksternal antara lain budaya politik, dinamika dan

perkembanganpolitik, pengelolaan konflik lokal, kondisi sosial ekonomi dan
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kontrol yang dilakukan oleh masyarakat serta organisasi LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat).

Kemudian menurut Juliantara (2005 : 3) tujuan dari pelayanan public adalah

memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya.Untuk

mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengankebutuhan dan

keinginan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan

prima yang tercermin dari :

1. Transparansi, yaitu pelayan yang bersifat terbuka, mudah dan
dapatdiakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan
secaramemadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan
sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuanpemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang
pada prinsipefesiensi dan efektifitas.

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta
masyarakatdalam  penyelenggaraan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi,kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi
dilihatdari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status
sosial danlain-lain.

Menurut Boediono (2003 : 63) hakikat dari pelayanan publik yang

primaadalah :

1. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
instansipemerintah di bidang pelayanan publik.

2. Mendorong upaya meng-efektifitaskan sistem dan tata laksana
pelayanan,sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan secara lebih
berdayaguna dan berhasil guna (efesien dan efektif).

3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta

masyarakatdalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat luas.
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Jika dalam menyelenggarakan pelayanan publik aparat birokrasi telah
menerapkan hal-hal diatas maka dapat dikatakan bahwa pelayanan publik
yangtersenggara telah berkualitas karena melalui penerapan hal-hal di atas
berartimasyarakat akan memperoleh pelayanan dengan mudah, cepat, dan

merasanyaman bila berurusan atau bersentuhan dengan birokrasi pemerintah.

2.3 Pengaruh Profesionalisme Kerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan

Publik

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara diarahkan pada upaya
peningkatan kinerja birokrasi agar birokrasi mampu menciptakan kondisi yang
kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat; meningkatkan kualitas
pelayanan kepada publik; dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di
lingkungan pemerintahan.

Kebijakan ~ untuk  mewujudkan  birokrasi  yang  “netral”’dalam
penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan, ternyata dalam praktik banyak
mengalami tantangan.Pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila
dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik atau organisasi
massa.Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat mengakibatkan kegagalan dalam
memberikan pelayanan kepada publik,dan kegagalan dalam merealisasikan
program-program yang telah diputuskan.

Profesionalisme diukur melalui keahlian yang dimiliki seseorang, sesuai
dengan kebutuhan tugas yang dibebankan oleh organisasi kepada seseorang. Ini
berarti aparat yang bertugas harus menguasai secara tepat semua mekanisme kerja
dan metode kerja yang ada,sehingga tujuan organisasi dapat tercapai melalui
peningkatan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa atau masyarakat yang
ada ketika melakukan pengurusan terhadap masalah yang dialami.

Masalah tersebut bisa saja terjadi karena paradigma pemerintahan yang
masih belum mengalami perubahan mendasar. Paradigma lama tersebut ditandai
dengan perilaku aparatur negara di lingkungan pemerintahan yang masih
menempatkan dirinya untuk dilayani bukannya untuk melayani, padahal

seharusnya pemerintah melayani publik bukan dilayani oleh publik.

15



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang menghubungkan dua variabel
atau lebih. Kesimpulan yang tarafnya rendah karena masih membutuhkan
pengujian secara empirik (Sugiyono, 2005: 70), maka oleh karena itu rumusan
masalah dan kerangka teori yang dikemukakan di atas maka penulis merumuskan
hipotesis yaitu:

Hipotesis Alternatif (Ha): Pengaruh yang positif antara rofesionalisme
terhadap kerja pegawai dengan kualitas pelayanan publik.

Hipotesis Nol (Ho) : Tidak adanya pengaruh yang positif antara

profesionalisme kerja terhadap Kualitas Pelayanan Publik.

R e Kualitas Pelayanan Publik
Profesionalisme Pegawai (Variabel Y):
Variabel (X):

eTagible (Nyata)

eReliability (Kepercayaan)
—_— eResponsiveness (Tanggapan)
eAssurance (Jaminan/kepastian)
esEmpathy (Perhatian)
(Parasuraman, 1990)

¢ Equality (Persamaan)

e Equity (Keadilan)

o Loyality (Kesetiaan)

¢ Accountability
(Tanggungjawab)

(Mertin, 2005)

2.6 Definisi Konsep

Menurut Bahri (2008:30) konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah
objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu
mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek
ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran
orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat
dilambangkan dalam bentuk suatu kata. Adapun yang menjadi definisi konsep

dalam penelitian sebagai berikut:

1. Profesionalisme kerja pegawai adalah suatu kemampuan atau keterampilan
seorang pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang atau
tingkatan masing-masing.

2. Kualitas pelayanan publik adalah sejauh mana sebuah fasilitas umum

(publik) dalam memberikan pelayanan kepada umum. Pemerintah dituntut
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2.7

untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, hubungan kualitas

dengan pelayanan dikemukakan oleh Sampara Lukman bahwa: ‘“kualitas

pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai
dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam
memberikan layanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah

ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik” (Lukman, 1999).

Definisi Operasional

Berdasarkan pendapat Saifuddin Azwar (2007:72) defenisi
operasional adalah Suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima
secaraobjektif bilamana indikatornya tidak tampak. Suatu definisi
mengenai  variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-
karakteristik variabel yang diamati. Defenisi operasional merupakan
uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-
indikator agar lebih memudahkan operasionalisasi dari suatu
penelitian.Defenisi operasional dalam penelitian adalah :

Variabel Bebas (X) Profesionalisme Kerja Pegawai diukur dengan

menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

a.  Equality yang dimiliki pegawai yang dilihat dari

a) Perlakuan yang sama atas pelayanan publik yang diberikan.
b) Konsistensi dalam memberikan pelayanan.

b. Equity yaitu Tidak adanya pengaruh pangkat/jabatan terhadap
kebebasanpegawai jika ingin mengeluarkan pendapat dan Tidak
adanya pengaruh perbedaan gender dalam penempatan posisikerja.

c.  Loyality yang dimiliki pegawai dilihat dari:

a) Kesetiaan kepada institusi
b) Kesetiaan kepada pimpinan
c) Kesetiaan kepada sesama rekan kerja
d. Akuntabilitas yang dimiliki pegawai dilihat dari:
a) Akuntabilitas kinerja pelayanan publik : meliputi integritas (
selalumemegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
yangditetapkan), tingkat ketelitian, kelengkapan sarana dan

prasarana,kejelasan peraturan dan kedisiplinan.
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b) Akuntabilitas biaya pelayanan publik harus sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

¢) Akuntabilitas produk pelayanan publik

Variable Terikat (Y) Kualitas Pelayanan Publik diukur dengan

menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

a.

Tagibl e(Bukti Langsung) : meliputi tersedianya ruang tunggu,
seragam,perlengkapan, dan sarana komunikasi

Responsiveness (Daya Tanggap) : meliputi dapat diakses, tidak lama
menunggu, respon terhadap permintaan.

Reliability (Keandalan) : meliputi penyelesaian pelayanan dengan
cepat dan selesai pada waktu yang dijanjikan.

Assurance(Jaminan) : meliputi terpercaya, reputasi yang baik dalam
hal pelayanan, pegawai yang kompeten

Empathy(Empati) : meliputi mengenal pelanggan, pendengar yang

baik dan sabar.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk, Lokasi dan Waktu Penelitian
3.1.1 Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian  deskriptif ~dengan menggunakan analisa kuantitatif yang
menggambarkan kenyataan yang penulis teliti. Menurut Nawawi, Hadari metode
deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena
yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual,
kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki serta
diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat. Dimana penelitian ini
menjelaskan keadaan dari objek penelitian dan mencoba menganalisa untuk
memberi kebenarannya berdasarkan data-data yang diperoleh. Sedangkan
pendekatan kuantitatif diterapkan dengan menggunakan rumus statistik untuk

membantu dalam menganalisa data dan fakta yang diperoleh. (Hadari.2004 :64)

3.1.2  Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

Petisah J1.Asrama No.7A MEDAN .

3.1.3  Waktu Penelitian
Penelitian ini akan direncanakan selama kurang lebih tiga bulan yang
dimulai dari bulan Desember 2018 dan berakhir pada bulan Januari 2019,

dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Januari Februari Mei Juni Desember Januari
Uraian kegiatan 2019 2019 2019 2019 2019 2020

123412341 |2|3|4]1(2|3|4|1|2|3[|4]|1|2]3

Penyusunan
proposal

Seminar
proposal

Perbaikan
proposal

Pengambilan
data/penelitian

Penyusunan
skripsi

Seminar hasil

Perbaikan skripsi

Sidang meja
hijau

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiono (2005 : 90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
dari atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Berdasarkan definisi tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini
adalah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Bagian
Pelayanan dan masyarakat sebagai penguna layanan publik. Disini penulis hanya
mengambil masyarakat yang terdata telah menerima pelayanan di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah .

3.2.2  Sampel

Menurut Sugiono (2005 : 96) Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan menurut
Singarimbun (2006: 152) . Menurut Arikunto (1998: 5) apabila populasi

kurang dari 100 orang, maka diambil dari keseluruhannya, namun apabila
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jumlah populasinya lebih dari 100 orang, maka sample diambil sebesar
10%-15%-20%-25%, atau lebih. Penentuan jumlah sampel untuk
pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah  diambil
dengan teknik Purposive Sampling, untuk pegawai kantor pajak, dimana
cara pengambilan sampel bukan berdasarkan atas strata, pedoman atau
wilayah, tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu (Sugiyono 2005:
96). Dengan demikian yang menjadi sampel dikantor pajak yaitu pegawai
yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik yaitu 11 orang
pegawai. Sedangkan untuk masyarakat yang berkaitan dengan Pelayanan
pajak mengunakan Sampling Insidental, yaitu teknik penentuan sampel
berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang sacara kebetulan bertemu
dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang cocok

sebagai sumber data (Sugiyono 2005: 96) yakni 49 orang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan dan data-

data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut:

1.

Teknik Pengumpulan Data Primer

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada

lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan instrumen :

a) Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan
cara menyebarkan daftar pertanyaan yang dilengkapi dengan alternatif
jawaban yang tersedia dalam bentuk angket kepada responden.

b) Observasi, yaitu kegiatan mengamati secara langsung objek penelitian
dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk
melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan

dengan topik penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder
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Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dan
bahanbahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer.
Pengumpulan data skunder dilakukan dengan instrumen :

a) Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari
bukubuku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi
dengan masalah yang diteliti.

b) Studi dokumenter, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan
menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada di lokasi penelitian serta
sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang diteliti dengan
instansi terkait.

3.4 Teknik Penentuan Skor
Teknik penentuan skor yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara penentuan skor melalui berbagai pertanyaan yang diajukan kepada
responden. Kemudian akan ditentukan skor dari setiap jawaban sehingga menjadi
data yang kuantitatif. Dan dari setiap alternatif jawaban (a,b,c,d,e) akan diberikan
skor yang berbeda, yaitu :
1) untuk jawaban yang memilih a diberi skor 5
2) untuk jawaban yang memilih b diberi skor 4
3) untuk jawaban yang memilih c diberi skor 3
4) untuk jawaban yang memilih d diberi skor 2
5) untuk jawaban yang memilih e diberi skor 1
Kemudian untuk uji skorsing pada data dan informasi dengan cara memberi
skor pada data dan informasi yang dianalisis dan kemudian dihitung kumulatif

yang akhirnya dapat dihitung rata-rata persentasenya. Hasilnya dapat digunakan
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untuk pengambilan kesimpulan yang dapat memberikan arahan terhadap saran
atau rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalahnya.

Untuk menentukan jawaban responden termasuk ke dalam golongan
jawaban yang tinggi, sedang, atau rendah terlebih dahulu ditentukan skala
intervalnya dengan cara sebagai berikut :

Skor tertinggi — Skor terendah

Banyaknya Bilangan
Maka diperoleh : (5 — 1) / 5 = 0,8. Sehingga dengan demikian, interval
adalah 0,8. Kategori jawaban responden dapat diklasifikasikan dengan urutan
sebagai berikut :

Skor untuk kategori sangat tinggi = 4.25 — 5.00
Skor untuk kategori tinggi = 3.43 — 4.23

Skor untuk kategori sedang =2.62 — 3.42

Skor untuk kategori rendah = 1.81 —2.61

Skor untuk kategori sangat rendah = 1.00 — 1.80

Dari hasil pembagian tersebut, maka akan dapat diketahui jawaban

responden termasuk dalam kategori mana.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
dengan menggunakan analisa kuantitatif untuk menguji pengaruh antar variabel
dan sejauh mana hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (y) yaitu

dengan menggunakan instrumen :
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3.5.1 Koefisien Korelasi Product Moment
Cara ini dipergunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya dan besar
kecilnya hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat (Sugiyono,

2005:212). Cara perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

_ NExy) — C0Ey)
JINZ 2 - 07 (N.2y2 - C»F

rxy

Keterangan :
Iy~ Koefsien korelasi antara gejala x dan gejala y
N= populasi
X=jumlah skor x
Y= jumlah skor y
XY= jumlah hasil kali antara x dan y
Dari hasil perhitungan tersebut akan memperlihatkan tiga kemungkinan yaitu :

1. Koefisien korelasi yang diperoleh sama dengan nilai nol (r = o), berarti

hubungan kedua variable yang diuji tidak ada.

2. Koefisien korelasi yang diperoleh posirif (r = +) artinya kenaikan nilai variable
yang satu diikuti nilai variable yang lain dan kedua variable memiliki hubungan

positif.

3. Koefisien korelasi yang diperoleh negative (r = -) artinya kedua variable
negative dan menunjukkan meningkatnya variable yang satu diikuti menurunnya

variable yang lain.

Untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi atau rendah antara kedua

variabel berdasarkan nilai r (koefisien korelasi), digunakan penafsiran atau
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interpretasi dari korelasi tersebut menurut ukuran yang konservatif adalah sebagai

berikut :
Koefisien Korelasi (r) Interpretasi
0,00 - 0,199 Sangat Rendah
0,20 - 0,399 Rendah
0,40 - 0,599 Sedang
0,60 — 0,799 Tinggi
0,80 — 1,000 Sangat Tinggi

Dari nilai r yang diperoleh maka dapat diketahui apakah nilai r yang
diperoleh berarti atau tidak dan bagaimana tingkat hubungannya melalui tabel
korelasi. Tabel korelasi menentukan batas-batas r yang signifikan.

a. Koofisien Determinant Teknik ini di gunakan untuk mengetahui
berapa persen besarnya pengaruh variable bebas terhadap variable
terikat. Perhitungan dilakukan dengan mengkuadratkan nilai
Koofisien Korelasi Product Moment (R) dan dikalikan 100%.

KP = (rxy) x 100%
Keterangan :
KP = Koofisien Determinant Rxy = koofisien Korelasi Product
Moment.antara x dan y

Hasil tyiwune kemudian dikonfirmasi pada nilai ti, mengetahui sejauh mana
hasil penelitian memenuhi syarat kelayakan data empiris. Kriteria pengujian
adalah jika harga thiune< twbe, maka hipotesis alternative ditolak dan jika harga

thitung™ tiabel, Maka hipotesis alternative diterima.
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2. Apakah Bapak/ Ibu selalu konsisten (secara rutin dan berkelanjutan) dalam memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat?
a. Sangat Konsisten d. Kurang Konsisten
b. Konsisten e. Tidak Konsisten

c. Cukup Konsisten

3. Apakah Pangkat/Jabatan Bapak/Ibu mempengaruhi kebebasan Bapak/Ibu dalam

mengeluarkan pendapat di KPP Pratama Medan Kota?

a. Sangat Mempengaruhi d. Kurang Mempengaruhi
b. Mempengaruhi e. Tidak Mempengaruhi

c. Cukup Mempengaruhi

4. Apakah Bapak/Ibu melaksanakan perintah yang diberikan dari Atasan Bapak/Ibu?
a. Selalu d. Hampir Tidak Pernah
b. Sering e. Tidak Pernah
c. Kadang-Kadang

5, Apakah Bapak/Ibu memiliki hubungan yang baik dengan sesama rekan kerjanya di KPP

Pratama Medan Kota?
a. Sangat Baik d. Kurang Baik
b. Baik e. Tidak Baik

b. Cukup Baik

6. Apakah Bapak/Ibu memiliki integritas (selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-
prinsip moral dalam menjalankan pekerjaan di KPP Pratama Medan Kota?
a. Selalu d. Hampir Tidak Pernah
b. Sering e. Tidak Pernah

¢. Kadang-Kadang

7. Apakah Bapak/Ibu telili dalam menjalankan peketjaan?
a. Sangat Teliti d. Kurang teliti
b. Teliti e. Tidak Teliti
c. Cukup Teliti



8. Apakah Bapak/Ibu diberikan sanksi ketika melakukan kesalahan?
a. Selalu d. Hampir Tidak Pernah
b. Sering ¢. Tidak Pernah
¢. Kadang-Kadang

9. Apakah Bapak/Ibu dalam melakukan pengurusan administrasi melakukan pemungutan
biaya sesuai dengan ketentuan yang ada?
a. Sangat Sesuai d. Kurang Sesuai
b. Sesuai e. Tidak Sesuai
c. Cukup Sesuai

10. Apakah menurut Bapak/Ibu produk layanan di KPP Pratama Medan Kota sudah sesuai
dengan kebutuhan masyarakat?

a. Sangat Sesuai d. Kurang Sesuai

b. Sesuai e. Tidak Sesuai

¢. Cukup Sesuai

II. Variabel Terikat (Kualitas Pelayanan Publik)
11. Apakah menurut Bapak/Ibu fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di KPP Pratama
Medan Kota sudah baik?

a. Sangat Baik d. Kurang Baik
b. Baik e. Tidak Baik
¢. Cukup Baik
12. Apakah Bapak/Ibu selalu memakai seragam pada saat jam kerja?
a. Selalu ¢. Kadang-Kadang
b. Scring d. Hampir Tidak Permah

¢. Tidak Pernah

13. Apakah Bapak/Ibu menyelesaikan urusan pelayanan secara tepat waktu sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan?
a. Selalu c. Hampir Tidak Pernah
b. Sering d. Tidak Pernah
¢. Kadang-Kadang



14.Bagaimana kecepatan Bapak/Ibu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?

a. Sangat Cepat d. Kurang Cepat
b. Cepat e. Tidak Cepat
¢. Cukup Cepat

15. Apakah Bapak/Tbu selalu sigap dalam membantu dan melayani masyarakat ?
a. Selalu d. Hampir Tidak Pemnah
b. Sering e. Tidak Pernah
c. Kadang-Kadang

16. Bagaimana kejelasan Bapak/Ibu dalam membetikan inforniasi?

a. Sangat Baik d. Kurang Baik
b. Baik e. Tidak Baik
c. Cukup Baik

17. Bagaimana penguasaan Bapak/Ibu terhadap produk pelayanan di KPP Pratama Medan
Kota ?

a. Sangat Baik d. Kurang Baik
b. Baik e. Tidak Baik
¢. Cukup Baik

18. Bagaimana bahasa yang bapak/Ibu gunakan dalam menyampaikan informasi?

a. Sangat Baik d. Kurang Baik
b. Baik e. Tidak Baik
¢. Cukup Baik
19. Bagaimana keramahan Bapak/Ibu dalam menghadapi masyarakat?
a. Sangat Baik d. Kurang Baik
b. Baik e. Tidak Baik

¢. Cukup Baik
20. Apakah Bapak/Ibu menjadi pendengar yang baik dan serta menanggapi keluhan

masyarakat?
a. Sangat Baik d. Kurang Baik
b. Baik e. Tidak Baik

c. Cukup Baik






b. Sering e. Tidak Pernah
c. Kadang-Kadang

2. Apakah Pegawai KPP Pratama Medan Kota selalu konsisten (secara rutin dan
berkelanjutan) dalam memberikan pelayanan yang baik kepada Bapak/Tbu?
d. Sangat Konsisten d. Kurang Konsisten
e. Konsisten e. Tidak Konsisten

f.  Cukup Konsisten

3. Pada saat Bapak/Ibu berada di KPP Pratama Medan Kota, Apakah Bapak/Ibu bebas
menanyakan hal-hal yang tidak bapak/ibu mengeiti tanpa adanya diskriminasi?

a. Sangat Bebas d. Kurang Bebas

b. Bebas e. Tidak Bebas

c. Cukup Bebas

4. Apakah pegawai memberikan informasi-informasi yang terkait dengan pengurusan
pelayanan yang Bapak/Ibu lakukan di KPP Pratama Medan Kota?
a. Selalu d. Hampir Tidak Pernah
d. Sering ¢. Tidak Pernah
e. Kadang-Kadang

5. Apakah para Pegawai KPP Pratama Medan Kota memiliki hubungan yang baik dengan
sesama rekan kerjanya di KPP Pratama Medan Kota?
a. Sangat Baik d. Kurang Baik
c. Baik e. Tidak Baik
d. Cukup Baik

6. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang kompetensi para pegawai yang bekerja di KPP
Pratama Medan Kota?

a. Sangat Berkompeten d. Kurang berkompeten

e. Berkompeten e. Tidak berkompeten

f.  Cukup Berkompeten

7. Apakah Pegawal KPP Pratama Medan Kota teliti dalam menjalankan pekerjaan?









19. Bagaimana keramahan Pegawai KPP Pratama Medan Kota dalam menghadapi

masyarakat?
a. Sangat Baik d. Kurang Baik
b. Baik e. Tidak Baik

¢. Cukup Baik

20. Apakah pegawai KPP Pratama Medan Kota menjadi pendengar yang baik dan serta
menanggapi keluhan Bapak/Tbu?

a. Sangat Baik d. Kurang Baik

b. Baik e. Tidak Baik

¢. Cukup Baik
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